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Abstract 

This paper examines rural economic transformation in Central Java Province with a 

focus on village-based agroindustrial downstreaming. The study develops an 

Agroindustrial Village Development Potential Index (IPPDA) using factor analysis. 

The index captures five dimensions, including rural infrastructure, digitalization, 

village institutions, industrial activities, and access to energy. The results show that 

villages with high development potential are located in areas with strong 

infrastructure, institutional capacity, and economic activity. Villages with low 

potential are mostly found in highland regions and face constraints related to energy 

access, digital connectivity, and limited integration into local value chains. Spatial 

panel analysis shows that Village Original Income, Village-Owned Enterprises, and 

digitalization play a significant role in promoting agro sector development and 

industrialization. The analysis also identifies positive spatial spillover effects across 

districts. At the provincial level, agriculture plays a key role in supporting 

agroindustrial downstreaming. Central Java acts as an important hub within 

interregional agroindustrial value chains across Java, Bali, Nusa Tenggara, and 

eastern Sumatra. The findings highlight the importance of developing village-based 

agroindustrial clusters, strengthening local institutions, improving access to finance, 

and enhancing agro logistics connectivity. 
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Penguatan peran desa dalam rangka pemerataan ekonomi dan pemberantasan 

kemiskinan termasuk dalam salah satu misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. 

Berbagai kebijakan strategis yang dimaksudkan untuk memperkuat peran 

pemerintahan desa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2025-2029 maupun dalam beleid instruksi presiden awal tahun 

2025. Langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah pusat, di antaranya adalah 

meningkatkan alokasi anggaran Dana Desa disertai dengan pembentukan Koperasi 

Merah Putih pada lebih dari 70.000 desa (DJPK RI, 2024; Setneg RI, 2025). 

Pemerintahan desa diharapkan dapat mengoptimalkan sumber pendanaan yang 

dimiliki untuk berperan aktif sebagai subjek pembangunan yang bertujuan 

menstimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perdesaan.  

Dukungan besar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa 

seharusnya dapat menjadi katalisator dalam mengentaskan berbagai persoalan sosial 

ekonomi yang dihadapi daerah-daerah perdesaan di Indonesia. Berdasarkan Berita 

Resmi Statistik yang dilaporkan BPS (2025a), tingkat kemiskinan secara nasional di 

daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 11,34 persen, sementara di 

daerah perkotaan tercatat jauh lebih rendah sebesar 6,66 persen. Laporan tersebut juga 

menjelaskan bahwa tingkat kedalaman maupun keparahan kemiskinan di daerah 

perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Persoalan sosial 

ekonomi di daerah perdesaan dialami oleh daerah-daerah di Pulau Jawa sebagai 

penyumbang jumlah penduduk terbesar dan kontributor utama perekonomian nasional, 

termasuk Jawa Tengah. Dari sekitar 13 juta penduduk miskin yang tersebar di daerah 

perdesaan Indonesia, 1,71 juta penduduk di antaranya berada di daerah perdesaan Jawa 

Tengah (BPS, 2025a). Tingkat kemiskinan daerah perdesaan di Jawa Tengah periode 

September 2024 tercatat masih berada pada level double digit yang mencapai sebesar 

10,45 persen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius pemangku kebijakan di 

daerah perdesaan Jawa Tengah untuk segera merumuskan terobosan program padat 

karya yang dapat menggerakkan secara maksimal perekonomian wilayahnya. 

Daerah-daerah perdesaan di Jawa Tengah memiliki sejumlah keunggulan 

komparatif, salah satunya menjadi sentra penghasil berbagai komoditas agro unggulan 

nasional. Berdasarkan Publikasi Statistik Indonesia yang dirilis BPS (2025b), produksi 

agro unggulan Jawa Tengah meliputi produk tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, serta kehutanan. Sepanjang tahun 2024, produksi padi dan jagung di Jawa 

Tengah masing-masing mencapai sekitar 16 persen dari total produksi nasional. Selain 

itu, Jawa Tengah juga merupakan penghasil berbagai komoditas hortikultura, seperti 

bawang merah, bawang putih, kentang, dan cabai keriting. Studi Widodo et al. (2023) 

menjelaskan bahwa salah satu daerah di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Wonogiri telah 

ditetapkan menjadi pusat produksi sorgum nasional. Berbagai komoditas perkebunan 

unggulan, seperti kopi, karet, jambu mete, tebu, juga teridentifikasi telah dihasilkan 

oleh Kabupaten Purworejo (Yunita Anggraeni et al., 2022). Sementara komoditas 

kelapa, kopi, dan teh berhasil diproduksi di daerah Banjarnegara (Setianto & 

Susilowati, 2014). 

Keunggulan komparatif yang dimiliki daerah Jawa Tengah menjadi salah satu 

modal penting dalam mendukung transformasi perekonomian level perdesaan dari 

hanya sebagai penghasil komoditas primer menjadi pelaku usaha industri agro berbasis 

potensi lokal. Pembangunan desa yang berorientasi pada industrialisasi komoditas 

lokal dapat menjadi strategi penting dalam mengatasi kesenjangan wilayah dan 

mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut Handayani 
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(2013), pembangunan industrialisasi desa ditandai dengan berkembangnya usaha 

mikro dan kecil yang berbasis sumber daya lokal baik pada sektor pertanian maupun 

non-pertanian. Hilmawan et al. (2023) berpendapat bahwa dana desa sebagai salah satu 

instrumen fiskal telah terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks 

Pembangunan Desa, namun efektivitas pemanfaatannya dalam mendorong penguatan 

ekonomi lokal terutama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih belum 

optimal. Arifin et al. (2020) menjelaskan bahwa selain ketersediaan anggaran yang 

memadai, keberhasilan industrialisasi desa juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, 

kapasitas institusional desa, serta dukungan sistem pengawasan. 

Meskipun memiliki potensi sumber daya lokal yang besar, pengembangan 

industrialisasi agro di daerah perdesaan Jawa Tengah menghadapi tantangan serius di 

tengah gejala deindustrialisasi beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Jawa 

Tengah (2025), kontribusi sektor manufaktur Jawa Tengah mengalami tren menurun 

dalam lima tahun terakhir. Handayani (2013) dalam penelitiannya juga telah 

menangkap sinyal fenomena penurunan kontribusi sektor manufaktur tersebut sejak 

satu dekade yang lalu. Tenaga kerja di Jawa Tengah juga mulai mengalami pergeseran 

ke sektor informal dan jasa dengan produktivitas rendah yang berkontribusi 

memperlambat transformasi struktural (Handayani, 2013). Selain itu, sektor makanan 

dan minuman yang menjadi salah satu subsektor andalan dalam industri pengolahan 

justru masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor (BPS, 2024). Hal 

ini menyebabkan industri makanan dan minuman di Jawa Tengah belum sepenuhnya 

terintegrasi dengan potensi sumber daya lokal. Ketergantungan ini tidak hanya 

melemahkan kemandirian industri, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya peran 

sektor pertanian lokal dalam memasok kebutuhan sektor manufaktur. Kondisi ini 

semakin menguatkan urgensi perlunya integrasi antara pembangunan pertanian serta 

industrialisasi desa, sehingga transformasi struktural perekonomian perdesaan dapat 

berjalan secara berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. 

.Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang masih bersifat parsial dalam 

mengkaji pengembangan industrialisasi perdesaan, penelitian ini mengintegrasikan 

penyusunan Indeks Potensi Pengembangan Desa Agroindustri (IPPDA) sebagai dasar 

pemetaan kawasan agroindustri desa di Jawa Tengah dan pemodelan panel spasial 

untuk menganalisis determinan pembangunan daerah secara komprehensif, sekaligus 

menangkap keterkaitan spasial antarwilayah. Pendekatan ini memungkinkan 

penentuan wilayah prioritas pengembangan agroindustri berbasis desa secara lebih 

terarah sekaligus menghasilkan temuan empiris yang relevan bagi perumusan 

kebijakan industrialisasi di tingkat perdesaan. Melalui kerangka analitis berbasis 

indeks dan analisis spasial, penelitian ini memberikan landasan empiris bagi penguatan 

ekosistem agroindustri desa serta pengembangan rantai nilai agroindustri desa yang 

berkelanjutan. 

Tinjauan Teori 

Hilirisasi industri agro di Jawa Tengah memiliki potensi untuk menjadi simpul utama 

dalam pembangunan agroindustri nasional. Studi Putri et al. (2021) mengonfirmasi 

bahwa hilirisasi komoditas agro mampu meningkatkan nilai tambah di beberapa 

wilayah. Kajian yang dilakukan Rosy dan Bahij (2022) menunjukkan bahwa hilirisasi 

berbasis agroindustri di Jawa Tengah mampu menyerap hampir separuh tenaga kerja 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan efek berganda terhadap 
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penurunan tingkat kemiskinan. Trianita et al. (2020) menambahkan bahwa 

pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di kawasan agrowisata 

perdesaan di Kabupaten Pemalang terbukti telah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa di sekitarnya. Temuan-temuan tersebut menegaskan pentingnya 

hilirisasi produk agro sebagai strategi optimalisasi pemanfaatan komoditas unggulan 

daerah. Selain itu, penguatan peran pemerintah desa dalam mendorong industrialisasi 

berbasis usaha mikro perlu diakselerasi untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi baru di perdesaan. B. O. Raimi et al. (2024) menambahkan pengembangan 

agroindustri di desa mendorong pembangunan berkelanjutan dengan 

mengintegrasikannya dalam global value chain. Namun, hal ini perlu disertai dengan 

model bisnis yang inklusif, kemitraan strategis, insentif usaha, serta pembangunan 

infrastruktur pendukung. 

Pengembangan desa agroindustri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru tidak 

dapat dipisahkan dari interaksi antara berbagai faktor struktural dan institusional. Studi 

OECD (2022) menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan perdesaan yang berbasis 

pada pemetaan potensi lokal dan pemberdayaan institusi desa merupakan salah satu 

upaya dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat. Pendekatan pembangunan 

berbasis wilayah telah terbukti mampu mengatasi tantangan heterogenitas geografis 

dan sosial ekonomi antar desa serta mampu mendorong tumbuhnya inisiatif lokal yang 

sesuai dengan karakteristik dan keunggulan komparatif masing-masing wilayah. 

Penguatan institusi desa dan pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi kunci 

dalam mempercepat transformasi ekonomi desa, khususnya melalui Program Dana 

Desa dan BUMDes yang bertujuan menggerakkan ekonomi produktif masyarakat 

(Bappenas RI, 2022). Sinergi antara modal sosial, inovasi kelembagaan, dan dukungan 

fiskal diperlukan untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan baru berbasis agroindustri 

yang berkelanjutan dan inklusif (OECD, 2021). 

Aritenang (2021) dalam kajiannya berpendapat bahwa modal sosial merupakan 

salah satu determinan penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan desa 

agroindustri. Dalam konteks ini, modal sosial berkaitan erat dengan kompetensi dan 

kapabilitas para aparatur desa dan pengelola BUMDes. Keberhasilan pengelolaan 

BUMDes dipengaruhi oleh kekuatan jejaring sosial, kepercayaan antar pelaku lokal, 

serta timbali balik antar komunitas desa (Aritenang, 2021). Selama ini, peningkatan 

pesat kuantitas BUMDes akibat intervensi Dana Desa belum disertai dengan 

peningkatan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah 

perdesaan (Arifin et al., 2020). Hal ini diakibatkan karena lemahnya keterlibatan 

masyarakat dan belum baiknya kualitas tata kelola. Selain itu, aspek penting lainnya 

adalah adopsi teknologi digital di desa (OECD, 2018). Digitalisasi menjadi salah satu 

elemen strategis untuk mengakselerasi pembangunan desa agroindustri. Teknologi 

digital berperan untuk membuka akses terhadap informasi pasar, efisiensi proses 

produksi, serta integrasi usaha lokal ke dalam rantai nilai yang lebih luas. Teknologi 

digital juga memungkinkan pelaku usaha di desa untuk dapat dengan mudah 

mengakses layanan keuangan, pelatihan daring, dan jaring lebih luas (Xu & Yang, 

2025).  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sumber data kompilasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan Bank Indonesia. Studi ini dibangun 
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atas landasan teori pembangunan perdesaan, agroindustri, dan hilirisasi yang 

menempatkan desa sebagai akselerator ekonomi regional, sehingga analisis dirancang 

secara berjenjang dari desa, kabupaten/kota, hingga provinsi. Gambar 1 menunjukkan 

kerangka pikir dan alur kerja penelitian yang secara konseptual merujuk pada studi 

Hilmawan et al. (2023) dan Handayani (2013) yang menekankan peran struktural desa 

dalam pembangunan ekonomi wilayah Jawa Tengah. 

Pada Gambar 1A, pendalaman analisis pada level desa dilakukan dengan 

mengukur potensi desa dalam hilirisasi pada sektor industri agro di Jawa Tengah. 

Kerangka teoretis agroindustri berbasis wilayah menekankan pentingnya kapasitas 

lokal, infrastruktur, dan kelembagaan sebagai prasyarat hilirisasi (Low et al., 2021; 

Menéndez i Molist et al., 2024). Pengukuran potensi desa dilakukan menggunakan 

analisis faktor untuk mengidentifikasi dimensi laten potensi desa yang bersifat 

multidimensi dan tidak dapat diamati secara langsung, sehingga mampu 

merepresentasikan kapasitas struktural desa secara konseptual dan terukur (Abreu et 

al., 2022; Cleff, 2025). Gambar 1A memanfaatkan sumber data dari pendataan Potensi 

Desa (PODES) 2024. Lampiran 1 – 3 menunjukkan variabel dan definisi operasional 

yang digunakan dalam studi ini. Analisis pada Gambar 1A menghasilkan Indeks 

Potensi Pengembangan Desa Agroindustri (IPPDA) yang dipetakan menurut desa dan 

kecamatan untuk memberikan gambaran sebaran potensi pengembangan industri agro 

di masing-masing wilayah (Marôco, 2024). Pembentukan indeks dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis faktor menghasilkan tiga kelompok faktor utama yaitu 

kondisi geografis, infrastruktur ekonomi, dan sosial-politik (X. Liu et al., 2021). 

Studi ini juga menganalisis peran dari kelembagaan usaha desa serta dana desa 

dalam pembangunan daerah dan peningkatan nilai tambah industri di Jawa Tengah 

(Gambar 1B). Tahapan analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran efektivitas 

dari kelembagaan desa dalam industrialisasi Jawa Tengah. Data yang digunakan pada 

Gambar 1B bersumber dari Survei Keuangan Pemerintahan Desa BPS. Pemodelan 

dilakukan dengan regresi spasial panel antar kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 

2015-2024 dengan estimasi generalized method of moments (GMM) (Amba et al., 

2023; Elhorst, 2014). Pemodelan regresi spasial panel mampu menangkap keterkaitan 

dan dependensi antarwilayah di mana kinerja kelembagaan usaha desa pada suatu 

daerah dipengaruhi oleh dinamika pembangunan daerah di sekitarnya (Zhao et al., 

2025). Selain itu, pendekatan ini dapat mengidentfikasi spillover effect dari 

peningkatan nilai tambah industri di wilayah lain dalam sistem ekonomi regional Jawa 

Tengah (Anselin, 2024; Carrascal-Incera et al., 2025; Dong et al., 2025). Persamaan 

model ini merupakan pengembangan dari studi Arifin et al. (2020) dengan 

menambahkan pengaruh dari digitalisasi. 

Selanjutnya, Gambar 1C merupakan analisis pada level wilayah provinsi guna 

menunjukkan peran dari Jawa Tengah dalam mendorong upaya hilirisasi industri agro 

nasional melalui optimalisasi nilai tambah sektor pertanian dan industri agro. Analisis 

pada level provinsi dirancang untuk menghubungkan temuan mikro dan meso dengan 

dinamika rantai nilai lintas wilayah, sehingga memberikan konsistensi vertikal antara 

desain penelitian dan kerangka teoretis. Pemodelan dilakukan dengan regresi spasial 

panel dengan mempertimbangkan interaksi ekonomi antar provinsi melalui Local 

Value Chain (LVC). LVC dihitung dari dekomposisi tabel Inter Regional Input-Output 

(IRIO) dengan metode wang-wei-zhu dengan mengambil komponen DVX (nilai 

tambah domestik dari industri agro yang terkandung dalam ekspor industri lain di 

provinsi selain Jawa Tengah) dari industri agro sebagai matriks penimbang spasial 
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kustomisasi (Carrascal-Incera et al., 2025; Jiang et al., 2025; Lee et al., 2025). Hainzer 

et al. (2019) menjelaskan LVC memberikan kesempatan yang luas bagi suatu daerah 

ataupun negara untuk meningkatkan nilai tambah industri (hilirisasi) dengan 

meningkatkan kolaborasi terhadap daerah lain. 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir (A) Pemetaan Desa Potensi Hilirisasi, (B) Efektivitas 

Dana Desa dan Peran Institusi Desa dalam Pembangunan, dan (C) Peran Jawa 

Tengah dalam Hilirisasi Industri Agro dalam Local Value Chain 

Hasil dan Pembahasan 

Potensi Industrialisasi Industri Agro Desa di Jawa Tengah 

Potensi pengembangan industrialisasi Jawa Tengah memiliki ruang terbuka untuk 

dapat tumbuh lebih pesat dengan optimalisasi potensi yang ada. Optimalisasi potensi 

desa untuk pengembangan ekosistem industri agro dapat mendongkrak ekonomi yang 

lebih besar bagi desa. Sehingga pemetaan potensi desa menjadi hal yang krusial untuk 

mengoptimalkan potensi desa. Berdasarkan Gambar 1A, analisis faktor dilakukan pada 

14 variabel berdasarkan tiga kelompok indikator yaitu kondisi geografis, infrastruktur 

ekonomi, dan sosial-politik. Tahapan awal dari analisis faktor yaitu pengujian nilai 

Kaiser-Mayer-Okin (KMO) dan Measure of Sampling Adequacy (MSA) yang 

terpenuhi dengan nilai lebih dari 0,5 serta Bartlett’s Test of Sphericity dengan hasil 

yang signifikan. Tahapan selanjutnya adalah analisis faktor dengan metode principal 

component analysis (PCA) dengan faktor yang terbentuk sejumlah 5 faktor. Tabel 1 

merupakan hasil ekstraksi faktor yang telah dirotasi dengan metode varimax. 

Setelah dilakukan rotasi faktor, tahapan berikutnya adalah memberikan nama 

terhadap faktor-faktor yang terbentuk. Penamaan faktor dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi variabel-variabel pembentuk faktor yang memiliki nilai rotated 

loading factor terbesar pada faktor tersebut. Kelima faktor pembentuk Indeks Potensi 

Pembangunan Desa Agroindustri (IPPDA), meliputi faktor Akses Fasilitas 

Pembangunan Desa, Digitalisasi Desa, Kelembagaan dan Tata Kelola Desa, Industri 

Desa, serta Akses Energi. Berdasarkan Tabel 1, loading dari semua variabel bernilai 

lebih dari 0,40 yang berarti bahwa variabel-variabel tersebut memiliki korelasi yang 

cukup kuat terhadap kelima faktor yang terbentuk tersebut. Menurut Taherdoost et al. 

(2014), nilai loading sebesar 0,30 telah memenuhi kriteria minimal untuk digunakan 

dalam analisis faktor pada suatu penelitian.  
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Tabel 1. Ringkasan Faktor dan Nilai Loading dari Analisis Faktor 
No  Faktor Variabel Loading Factor Bobot 

1 Akses Fasilitas 

Pembangunan Desa 

Fasilitas Pendidikan SMA/K 0,732 0,078 

Fasilitas Pelatihan Keterampilan 0,418 0,045 

BTS (Base Trasiver Station) 0,615 0,066 

Fasilitas Perbankan 0,718 0,077 

Fasilitas Koperasi 0,461 0,049 

2 Digitalisasi Desa Topografi Wilayah 0,702 0,075 

Operator 0,677 0,073 

Kekuatan Sinyal 0,630 0,067 

3 Kelembagaan dan 

Tata Kelola Desa 

BUMDes 0,664 0,071 

Peraturan Desa 0,654 0,070 

Kolaborasi Desa 0,674 0,072 

4 Industri Desa Sentra Industri 0,753 0,081 

Industri Agro 0,754 0,081 

5 Akses Energi Rasio Keluarga Pengguna Listrik 0,891 0,095 

Setelah mendapatkan variabel-variabel pembentuk masing-masing faktor dalam 

Indeks Potensi Pembangunan Desa Agroindustri (IPPDA), langkah berikutnya adalah 

penghitungan bobot masing-masing variabel tersebut. Nilai bobot menunjukkan 

besarnya kontribusi dari setiap variabel dalam Indeks Potensi Pembangunan Desa 

Agroindustri (IPPDA). Total bobot terbesar disumbang oleh faktor Akses Fasilitas 

Pembangunan Desa sebesar 31,50 persen. Faktor Akses Fasilitas pembangunan desa 

didominasi oleh variabel-variabel, seperti fasilitas pendidikan SMA/K, perbankan, 

serta BTS dengan nilai loading yang tinggi. Menurut L. Liu et al. (2025), infrastruktur 

desa khususnya infrastruktur baru atau revitalisasi infrastruktur industri di desa 

berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas akses pasar 

untuk menghasilkan produk yang lebih kompetitif.  Faktor Digitalisasi Desa terbentuk 

dari variabel topografi wilayah, operator, serta kekuatan sinyal, yang memiliki total 

bobot sebesar 21,50 persen. Faktor Kelembagaan dan Tata Kelola Desa terbentuk dari 

tiga variabel dengan total bobot sebesar 21,30 persen, meliputi variabel kolaborasi 

desa, peraturan desa, serta BUMDes. Faktor Industri Desa terbentuk dari variabel 

sentra industri dan industri agro dengan total bobot yang disumbang sebesar 16,20 

persen. Terakhir, faktor Akses Energi terbentuk dati variabel tunggal, yaitu rasio 

keluarga pengguna listrik dengan bobot sebesar 9,50 persen.  

Indeks Potensi Pengembangan Desa Agroindustri (IPPDA) diklasifikasikan ke 

dalam lima kategori, dari nilai terendah 0,126 hingga tertinggi 0,502 (Gambar 2). 

Desa-desa dengan potensi pengembangan agroindustri yang sangat rendah 

ditunjukkan dengan warna merah (0,126–0,201), sedangkan desa dengan potensi 

sangat tinggi digambarkan dengan warna biru (0,427–0,502). Secara umum, hasil 

persebaran nilai Indeks Potensi Pengembangan Desa Agroindustri (IPPDA) pada 

Gambar 2 menunjukkan bahwa mayoritas daerah perdesaan di Jawa Tengah memiliki 

potensi yang cukup tinggi untuk mengembangkan industri pengolahan padat karya 

yang berbasis pengolahan produk pertanian. Berdasarkan Gambar 2, area desa yang 

digambarkan dengan warna hijau mendominasi dan tersebar pada seluruh wilayah di 

Jawa Tengah, sementara area desa yang berwarna biru terlihat berjumlah masih sangat 

sedikit. Area desa yang berwarna biru merepresentasikan desa-desa dengan 

keunggulan kombinasi dari kelima faktor pembentuk indeks, sedangkan desa dengan 

indeks rendah umumnya menghadapi kombinasi kendala beberapa faktor, seperti 

keterbatasan infrastruktur, minimnya adopsi digital, lemahnya kelembagaan, 
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kurangnya aktivitas industri pengolahan lokal, serta keterbatasan akses energi. 

Revitalisasi industri desa melalui akses adopsi digital guna mendorong akses 

pembiayaan, inovasi teknologi industri, serta memperkuat rantai pasok pada industri 

desa (Wang et al., 2023; Xu & Yang, 2025). 

Apabila dipetakan lebih rinci, desa-desa dengan indeks potensi tinggi (warna 

hijau hingga biru) banyak terkonsentrasi di kawasan pesisir utara dan selatan Jawa 

Tengah, kawasan tengah mengarah ke selatan Jawa Tengah, serta di kawasan timur 

Jawa Tengah. Desa di kawasan pesisir utara Jawa Tengah dengan indeks potensi tinggi 

berada di sekitar Kabupaten Brebes hingga mengarah ke kabupaten-kabupaten di 

bagian timurnya hingga ke Kabupaten Demak dan sebagian Kabupaten Jepara. 

Sementara desa di kawasan pesisir selatan Jawa Tengah dengan indeks potensi tinggi 

berada di sekitar Kabupaten Purworejo hingga terus mengarah ke Kabupaten 

Kebumen, sebagian Kabupaten Banyumas, dan sebagian kecil Kabupaten Cilacap. 

Desa di kawasan tengah Jawa Tengah dengan indeks potensi tinggi teridentifikasi 

berada di sekitar WP Subosukawonosraten seperti di Kabupaten Boyolali, Klaten, 

Karanganyar, dan Sragen. Desa di kawasan timur Jawa Tengah dengan indeks potensi 

tinggi, meliputi sekitar Kabupaten Grobogan dan Rembang. 

 
Gambar 2. Indeks Potensi Pengembangan Desa Agroindustri (IPPDA) 

Gambar 3 menunjukkan distribusi spasial Indeks Potensi Pengembangan Desa 

Agroindustri (IPPDA) pada tingkat kecamatan di Jawa Tengah. Kecamatan yang 

berwarna hijau hingga biru memiliki desa-desa yang berpotensi kuat untuk 
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dikembangkan menjadi kawasan agroindustri. Sedangkan, kecamatan berwarna 

oranye hingga merah memiliki desa-desa yang masih kurang berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi kawasan agroindustri. Wilayah dengan indeks potensi cukup 

tinggi tersebar di kawasan pesisir utara dari Brebes hingga Demak dan sebagian 

Jepara, pesisir selatan dari kabupaten Purworejo hingga Kebumen, daerah tengah 

bagian timur di sekitar kawasan eks Karesidenan Surakarta (WP Subosukawonosraten) 

dan Grobogan. Sebaran kecamatan yang berwarna merah mengelompok di kawasan 

tengah Jawa Tengah yang sebagian besar topografi wilayahnya berada di dataran 

tinggi, seperti di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo dan Temanggung. 

Pengembangan industri agro di desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan 

holistik. Keberhasilan dalam upaya hilirisasi sektor agro di desa tidak terlepas dari 

peran infrastruktur, kelembagaan lokal yang kuat, dan kolaborasi antar wilayah guna 

mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Abbas et al., 2024; Ge 

et al., 2025; Purnomo & Purwandari, 2025). 

 
Gambar 3. Indeks Potensi Pengembangan Desa Agroindustri (IPPDA)  

menurut Kecamatan 

Peran Kelembagaan Usaha Desa, Dana Desa, dan Digitalisasi dalam Pembangunan 

Daerah di Jawa Tengah 

Menurut Hilmawan et al. (2023), desa memiliki peran awal dalam pembangunan 

daerah dengan mekanisme bottom-up melalui pengelolaan dana desa serta penguatan 

BUMDes sebagai instrumen ekonomi yang dapat menggerakkan potensi desa. Temuan 

dalam Model 1B mengonfirmasi kerangka teoretis tersebut dengan menunjukkan 

bahwa intervensi fiskal dan kelembagaan desa berperan penting dalam membentuk 

dinamika pembangunan daerah, baik secara langsung maupun melalui keterkaitan 

spasial antarwilayah. Optimalisasi BUMDes dengan pemanfaatan dana desa yang 
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tepat guna dapat meningkatkan partisipasi bekerja dan pembangunan ekonomi di desa 

(Arifin et al., 2020). 

Tabel 2 menunjukkan estimasi model peran desa dalam meningkatkan 

pembangunan daerah di Jawa Tengah melalui empat indikator utama yaitu PADesa, 

PDRB, Kemiskinan, dan IPM. Dana desa secara signifikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap peningkatan PADesa. Hasil ini sejalan dengan temuan Hilmawan 

et al. (2023) yang menekankan peran belanja publik lokal dalam memperkuat kapasitas 

fiskal dan ekonomi wilayah perdesaan. Namun, peningkatan jumlah BUMDes 

terkadang tidak sejalan dengan besaran PADesa yang didapatkan oleh desa (Putra et 

al., 2025). Tabel 2 menunjukkan adanya pengaruh negatif dari BUMDes terhadap 

peningkatan PADesa di Jawa Tengah. Peran dana desa dalam mendorong kelembagaan 

ekonomi di desa dinilai efektif secara struktural tetapi belum mampu untuk 

memberikan pemanfaatan fungsional terhadap masyarakat (Arifin et al., 2020). 

Rendahnya kontribusi BUMDes terhadap PADesa juga dapat dijelaskan oleh 

masih terbatasnya orientasi kewirausahaan dan inovasi usaha, sebagaimana 

diidentifikasi oleh Wulandari & Wardani (2024). Secara teoretis, kondisi ini 

mencerminkan lemahnya kapasitas wirausaha dan market embeddedness kelembagaan 

desa yang mengakibatkan potensi ekonomi yang terbentuk belum sepenuhnya 

terkonversi menjadi pendapatan fiskal desa (Aritenang, 2021; Osei-Acheampong & 

Opoku Mensah, 2025).  

Pada indikator PDRB, jumlah BUMDes dan tingkat digitalisasi internet di desa 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. 

Temuan ini memperkuat literatur yang menempatkan digitalisasi sebagai katalisator 

dalam meningkatkan produktivitas, integrasi pasar, dan efisiensi rantai nilai lokal 

(Jatnika et al., 2024). Namun, perbedaan arah pengaruh BUMDes terhadap PDRB dan 

PADesa menunjukkan adanya diskoneksi antara penciptaan nilai tambah ekonomi dan 

mekanisme distribusi pendapatan desa (Aritenang, 2021). 

Sementara itu pada indikator kemiskinan, BUMDes berperan dalam 

menurunkan persentase penduduk miskin di daerah. Hubungan serupa juga 

ditunjukkan pada variabel digitalisasi dan PADesa. BUMDes berperan dalam 

meningkatkan lapangan pekerjaan di desa yang berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa. Putra et al. (2025) menjelaskan bahwa BUMDes 

memberikan ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa untuk mengembangkan 

potensi  dan distribusi produk lokal. Hal ini juga sejalan dengan peran positif dari 

BUMDes dalam meningkatkan pembangunan manusia di desa. Meskipun kontribusi 

BUMDes terhadap pendapatan desa tidak secara langsung, BUMDes berperan sebagai 

wadah pembelajaran kolektif serta peningkatan kapasitas keterampilan modal usaha 

yang mendukung industrialisasi dan pembangunan inklusif (Wulandari & Wardani, 

2024). 

Dependensi spasial antar daerah secara signifikan terbentuk pada indikator 

pembangunan PADesa dan IPM. Efek limpahan spasial dari PADesa terbukti dapat 

meningkatkan PADesa daerah sekitarnya sebesar 1,532 persen. Sementara itu, efek 

limpahan spasial positif juga diberikan pada indikator IPM dengan spillover terhadap 

daerah lain di Jawa Tengah sebesar 1,007 persen. Temuan ini sejalan dengan teori 

pembangunan spasial yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan manusia 

bersifat saling terhubung lintas wilayah, terutama dalam konteks wilayah dengan 

kedekatan geografis dan jaringan ekonomi yang kuat (Gómez-Tello et al., 2025). 

Dengan demikian, peningkatan PADesa dan IPM tidak hanya mencerminkan dinamika 
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internal wilayah, tetapi juga proses pembangunan yang bersifat kolaboratif dan 

berkelanjutan dalam sistem ekonomi regional Jawa Tengah.  

Tabel 2. Model Panel dan Spasial Panel Peran Desa dalam Pembangunan Daerah di 

Jawa Tengah 
Variabel Indikator Pembangunan Daerah 

PADesa PDRB Kemiskinan IPM 

Dana Desa 0,265* -0,153 2,993** 0,038 

BUMDes -0,005** 0,004** -0,036** 0,035** 

Digitalisasi -0,007* 0,006** -0,057** -0,020* 

PADesa  0,039 -0,788** 0,394** 

𝑊𝑦  1,532**   1,007** 

Hausman Test 𝜒2: 12,99  

p-val: 0,004 

𝜒2: 68,29  

p-val: 0,000 

𝜒2: 0,936  

p-val: 0,817 

𝜒2: 0,225  

p-val: 0,994 

Robust LM Lag LM : 5,267 

p-val: 0,022 

LM : 0,069 

p-val: 0,793 

LM : 1,283 

p-val: 0,257 

LM : 5,405 

p-val: 0,020 

Efek Dependensi Spasial Ya Tidak Tidak Ya 

Tingkat Signifikansi: *0,05; **0,01 

Peran Kelembagaan Usaha Desa, Dana Desa, dan Digitalisasi dalam Industrialisasi 

Agro di Jawa Tengah 

Dalam RPJPD Jawa Tengah 2025-2045, perekonomian daerah yang berdaya saing dan 

berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan Jawa Tengah di 

masa mendatang. Transformasi ekonomi melalui peningkatan kemandirian ekonomi 

desa dan optimalisasi komoditas lokal dalam upaya hilirisasi industri. Tabel 3 

menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran penting dalam industrialisasi desa di 

Jawa Tengah. Peningkatan jumlah BUMDes dapat meningkatkan nilai tambah industri 

pengolahan khususnya pada sektor agro. Hubungan ini secara konsisten memiliki arah 

yang sama pada daerah kawasan industri, agropolitan, dan pantura. BUMDes secara 

konseptual merupakan pendekatan dalam badan usaha community-based yang 

berorientasi pada ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan BUMDes tidak 

hanya berdampak pada aktivitas produksi tetapi juga meningkatkan daya saing industri 

lokal (Putra et al., 2025; Widita et al., 2024). Dalam laporan Bank Indonesia (2025), 

bentuk model bisnis dengan konsep inti badan usaha dapat menjadi katalis dalam 

hilirisasi khususnya di sektor pangan. Namun pembentukan badan usaha ini harus 

memenuhi kelayakan bisnis dan keuangan untuk memberikan dampak yang optimal 

terhadap masyarakat. Reformulasi kebijakan desa dengan memperkuat peran 

BUMDes sebagai lokomotif ekonomi berbasis potensi desa menjadi hal penting dalam 

upaya pembangunan ekonomi dan hilirisasi desa tentunya dengan dukungan regulasi 

dan permodalan (Abbas et al., 2024; Subanda et al., 2024). 

Berbeda dengan PADes, dana desa memiliki arah hubungan negatif terhadap 

peningkatan nilai tambah industri pengolahan khususnya pada kawasan industri dan 

pantura. Studi Arifin et al. (2020) menjelaskan bahwa dana desa berperan dalam 

meningkatkan sarana prasarana desa, namun hal tersebut tidak dapat secara langsung 

mendorong sektor industri karena membutuhkan pengelolaan dana yang baik serta 

kemampuan manajerial yang kompleks. Fokus pada dana desa sering kali pada 

pembangunan infrastruktur fisik dasar yang minim untuk permodalan produktif 

(Subanda et al., 2024). 
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Kolaborasi antar daerah terbukti dapat meningkatkan nilai tambah industri 

pengolahan. Efek limpahan spasial positif secara signifikan terjadi pada interaksi 

daerah seluruh kabupaten dan kawasan pantura di Jawa Tengah. Peningkatan nilai 

tambah industri pengolahan pada satu daerah tidak hanya berdampak lokal tetapi juga 

meningkatkan industrialisasi pada daerah di sekitarnya. Gambar 4 menunjukkan 

bahwa Kabupaten yang berada pada kawasan Wilayah Pengembangan (WP) 

Kedungsepur memiliki spillover industrialisasi terbesar di Jawa Tengah. Kawasan 

Kedungsepur menjadi kawasan yang berperan dalam menjembatani transaksi ekonomi 

antara kawasan penghasil input dan kawasan industri pengolahan (Indrayati et al., 

2024; Purusa et al., 2024). Eksternalitas spasial dalam pembangunan desa dan industri 

memiliki peran penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi lokal melalui 

pembentukan aglomerasi industri manufaktur di desa atau daerah  (Gu, 2023; Song et 

al., 2023). Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan konektivitas antara 

daerah sumber input dan industri dapat memperkuat spillover dari industrialisasi yang 

lebih luas secara inklusif dan berkelanjutan (Huang & Shi, 2025). 

Tabel 3. Model Spasial Panel Peran Desa dalam Industrialisasi di Jawa Tengah 
Variabel Nilai Tambah Industri Pengolahan 

Semua 

Kabupaten 

Kawasan Industri1 Kawasan 

Agropolitan1 

Kawasan Pantura2 

Dana Desa -0,267 -1,548** -0,071 -0,451** 

BUMDes 0,005** 0,013* 0,004* 0,003* 

Digitalisasi -0,004 -0,044** 0,003 0,001 

PADesa 0,244** -0,705 0,002 0,167 

𝑊𝑦  0,928**   0,844** 

Hausman Test 𝜒2: 0,096  

p-val: 0,992 

𝜒2: 0,044  

p-val: 0,998 

𝜒2: 0,140  

p-val: 0,986 

𝜒2: 0,044  

p-val: 0,998 

Robust LM Lag LM : 3,702 

p-val: 0,05 

LM : 3,499 

p-val: 0,061 

LM : 0,009 

p-val: 0,924 

LM : 7,668 

p-val: 0,006 

Efek Dependensi Spasial Ya Tidak Tidak Ya 

Catatan: 
1KSP Agropolitan dan Industri menurut Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Jateng 
2Kawasan kabupaten di Jawa Tengah yang berada pada pesisir pantai utara Jawa 

Taraf Signifikansi: ** < 0,01; * < 0,05 

 
Gambar 4. Kolaborasi BUMDes dalam Memberikan Spillover Industrialisasi Agro 

Kabupaten di Jawa Tengah 
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Local Value Chain Jawa Tengah dalam Penguatan Hilirisasi Industri Agro 

Nasional 

Jawa Tengah sebagai salah satu sentra pangan dan industri agro nasional memiliki 

peran utama dalam hilirisasi pada sektor industri agro. Hal ini sejalan dengan adanya 

partisipasi aktif dari desa dalam industrialisasi sektor agro yang dapat meningkatkan 

peran Jawa Tengah dalam kancah nasional melalui penguatan Local Value Chain 

(LVC) antar daerah. 

Berdasarkan Tabel 4, peningkatan nilai tambah pertanian mendorong 

peningkatan nilai tambah industri agro. Pengaruh limpahan spasial dari adanya 

interaksi antara Jawa Tengah dan provinsi lain pada industri agro juga terbukti secara 

signifikan meningkatkan nilai tambah industri agro. Temuan ini konsisten dengan studi 

ekonomi regional yang menegaskan bahwa integrasi sektor primer dan industri 

pengolahan, serta keterkaitan antarwilayah, merupakan determinan utama 

pertumbuhan industri berbasis agro(Low et al., 2021). Keterkaitan ini secara konsisten 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan baik kolaborasi Jawa Tengah dengan 

provinsi-provinsi di Jawa dan Luar Jawa. 

Gambar 5 menunjukkan kolaborasi rantai nilai Jawa Tengah dalam industri agro 

sebagian besar terkonsentrasi pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Timur, 

Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Gambar 5A dan 5B). Sementara itu, keterkaitan rantai 

nilai lokal industri agro Jawa Tengah yang cukup besar terdapat pada kawasan Bali 

Nusra, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah 

(Gambar 5A dan 5C). 

Tabel 4. Hasil Estimasi Awal Model Spasial Durbin Panel Industri Agro di Jawa 

Tengah 
Variabel Jawa Tengah – Seluruh 

Provinsi 

Jawa Tengah – Jawa Jawa Tengah – Luar 

Jawa 

Pertanian 0,142** -0,209** 0,580** 

Tenaga Kerja Industri 0,470** 0,871** 0,232* 

PMA Agro 0,244** 0,113* 0,221** 

PMDN Agro 0,100** 0,146* 0,060** 

𝑊𝐴𝑔𝑟𝑜  0,261** 0,191** 0,287** 

Hausman Test 𝜒2: 0,217  

p-val: 0,996 

𝜒2: 0,285  

p-val: 0,991 

𝜒2: 0,523  

p-val: 0,971 

RLM Lag LM : 8,618 

p-val: 0,003 

LM : 30,586 

p-val: 0,000 

LM : 12,641 

p-val: 0,000 

Efek Dependensi Spasial Ya Ya Ya 

Taraf Signifikansi: ** < 0,01; * < 0,05 

Adanya bukti bahwa Local Value Chain berperan dalam hilirisasi sektor agro 

menunjukkan bahwa penguatan industri agro di perkotaan maupun pedesaan sangat 

diperlukan sebagai katalis utama dalam integrasi perdagangan antar daerah maupun 

negara (Breiling, 2021; S. Liu et al., 2024). Hasil ini sejalan dengan literatur global 

value chain yang menekankan bahwa penguatan rantai nilai lokal dapat meningkatkan 

resiliensi ekonomi wilayah dan mengurangi ketimpangan spasial melalui distribusi 

nilai tambah yang lebih merata (Veeramani & Dhir, 2022). Menurut Ali et al. (2023), 

kolaborasi antar daerah dalam rantai nilai akan terjalin optimal dengan memperkuat 

manajemen responsif, agilitas rantai pasok, dan agilitas tenaga kerja dalam 

mengadopsi teknologi dalam proses produksi. Bank Indonesia (2022) juga 
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menjelaskan bahwa sektor agro khususnya subsektor industri makanan dan minuman 

memiliki potensi yang besar dalam bauran rantai nilai lokal yang menjadi faktor 

pendorong hilirisasi pangan nasional. 

 
Gambar 5. Spillover Local Value Chain (LVC) Jawa Tengah dalam Penguatan 

Hilirisasi Sektor Industri Agro Nasional (A), Jawa (B), dan Luar Jawa (C) 

Potensi industrialisasi agro dalam rantai nilai juga perlu didorong melalui 

penguatan investasi baik asing maupun domestik pada sektor agro. Hal ini sejalan 

dengan temuan pada Tabel 4 yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan dari investasi terhadap peningkatan nilai tambah sektor industri agro di Jawa 

Tengah. Faktor produksi lain seperti tenaga kerja pada sektor industri manufaktur turut 

serta berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah industri agro di Jawa Tengah. 

Implikasi dari temuan ini yaitu urgensi penyusunan desain kebijakan hilirisasi yang 

inklusif dan berorientasi jangka panjang melalui dukungan dari investasi, peningkatan 

produktivitas tenaga kerja, serta tata kelola lintas sektor agar upaya hilirisasi yang 
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dilakukan dapat dirasakan oleh seluruh pihak secara merata (Rifa’i, 2025). Dengan 

karakteristik desa yang didominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan skala 

kecil-menengah, partisipasi desa-desa di Jawa Tengah berpotensi bertransformasi 

menjadi simpul utama LVC agro yang memperkuat keterkaitan hulu–hilir dan 

mendorong pembangunan ekonomi regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 

Kesimpulan 

Pengembangan desa agroindustri di Jawa Tengah menjadi strategi kunci dalam 

mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis potensi lokal. Hal 

ini sejalan dengan upaya hilirisasi komoditas pertanian yang tidak hanya berorientasi 

pada peningkatan nilai tambah, tetapi juga membangun ekosistem industri desa yang 

inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa 

kelembagaan dan kolaborasi antarwilayah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi desa, tetapi juga berperan penting dalam membentuk jaringan rantai nilai 

lokal (Local Value Chain) yang mendukung integrasi hilirisasi pangan nasional. Hal 

ini menegaskan bahwa penguatan agroindustri desa merupakan strategi multi-level dan 

lintas-sektoral yang memerlukan dukungan kebijakan, investasi, dan inovasi 

kelembagaan secara simultan.  

Hasil analisis menjelaskan bahwa daerah-daerah perdesaan di Jawa Tengah 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat agroindustri melalui 

optimalisasi lima faktor utama, yaitu peningkatan akses fasilitas pembangunan desa, 

digitalisasi, kelembagaan dan tata kelola, industri desa, serta akses energi. Kelima 

faktor ini kemudian menjadi komponen dasar penyusunan Indeks Potensi 

Pengembangan Desa Agroindustri (IPPDA), yang berfungsi untuk mengukur tingkat 

kesiapan dan daya saing desa dalam mendorong hilirisasi industri agro secara 

terintegrasi. IPPDA tidak hanya memberikan pemetaan potensi secara kuantitatif dan 

spasial, tetapi juga dapat menjadi alat bantu strategis bagi pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan pengembangan desa berbasis data. Berdasarkan nilai IPPDA, 

desa-desa di kawasan pesisir dan tengah Jawa Tengah memiliki peluang yang lebih 

tinggi untuk menjadi simpul agroindustri, terutama yang didukung oleh infrastruktur 

dan ekosistem kelembagaan yang kuat. Namun, masih terdapat tantangan di wilayah-

wilayah dataran tinggi yang menghadapi hambatan struktural dalam aspek 

aksesibilitas dan kapasitas ekonomi lokal.  

Penguatan peran kelembagaan usaha desa seperti BUMDes, serta pemanfaatan 

teknologi digital terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan 

ekonomi desa dan peningkatan nilai tambah industri agro. Efek limpahan spasial yang 

teridentifikasi dalam peningkatan realisasi PADesa, IPM, hingga nilai tambah industri 

agro menunjukkan bahwa kolaborasi antarwilayah berperan krusial dalam membentuk 

ekosistem rantai nilai yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

pengembangan agroindustri berbasis desa perlu diarahkan pada strategi hilirisasi yang 

inklusif, berbasis data spasial, dan didukung oleh investasi yang berkelanjutan, serta 

didorong dengan tata kelola desa yang adaptif terhadap dinamika pasar dan 

perkembangan teknologi. 
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Rekomendasi Kebijakan 

Penelitian ini merekomendasikan agar pengembangan agroindustri berbasis desa di 

Jawa Tengah dilakukan melalui pendekatan klaster yang terintegrasi. Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun masterplan pengembangan desa agroindustri 

yang mengklasifikasikan desa berdasarkan tingkat potensi IPPDA untuk menentukan 

prioritas dan tahapan intervensi kebijakan, mulai dari penguatan infrastruktur dasar 

dan kelembagaan di desa berpotensi rendah hingga akselerasi hilirisasi dan 

industrialisasi di desa berpotensi tinggi. Desa-desa dengan nilai IPPDA tinggi yang 

terkonsentrasi di wilayah seperti Kabupaten Kebumen, Purworejo, Demak, Brebes, 

dan Klaten perlu diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui 

pembentukan klaster agroindustri. Pengembangan klaster ini dapat didukung oleh unit 

pengolahan agro skala mikro dan kecil yang terintegrasi dengan bahan baku lokal serta 

kemitraan dengan sektor swasta dan BUMN pangan sebagai off-taker. Pendekatan ini 

diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperkuat 

keterkaitan hulu–hilir di tingkat regional. 

Temuan adanya positive spatial spillover antarwilayah menegaskan pentingnya 

penguatan konektivitas dan local value chain. Pembangunan simpul logistik agro 

(agro-logistics node) di wilayah strategis perlu didorong untuk menurunkan biaya 

logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat integrasi antar 

kabupaten/kota dalam pengembangan agroindustri. Pada level kabupaten/kota dan 

desa, penguatan kapasitas kelembagaan, peran BUMDes, serta percepatan digitalisasi 

menjadi kunci keberhasilan hilirisasi agro berbasis desa. Pemerintah daerah perlu 

memprioritaskan pelatihan vokasi yang memiliki kurikulum agroindustri, pemberian 

fasilitas legalitas usaha, dan meningkatkan adopsi teknologi digital untuk produksi dan 

pemasaran. Dana Desa dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung 

pengembangan infrastruktur produksi skala mikro yang dikelola secara kolektif. 

Dari sisi pembiayaan, Bank Indonesia dan lembaga keuangan setempat perlu 

mendorong skema pembiayaan yang adaptif terhadap karakteristik agroindustri desa, 

seperti KUR khusus agroindustri berbasis BUMDes atau kelompok usaha, serta 

pengembangan desa percontohan agroindustri. Secara keseluruhan, hilirisasi agro 

berbasis desa yang terintegrasi secara spasial dan kelembagaan diharapkan mampu 

mendorong transformasi ekonomi perdesaan dan memperkuat posisi Jawa Tengah 

dalam jaringan rantai nilai agro regional maupun nasional. 
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Lampiran 

Lampiran 1. Variabel dan Definisi Operasional Indikator Penyusun Indeks Potensi 

Pengembangan Desa Agroindustri (IPPDA) 
Kelompok Variabel Variabel Definisi Operasional 

Kondisi Geografis Topografi Wilayah Topografi sebagian besar wilayah desa (puncak/tebing, 

lereng, dataran, lembah)  

Infrastruktur 

Ekonomi 

Fasilitas Pendidikan 

SMA/K 

Jumlah fasilitas pendidikan SMA/SMK baik negeri 

maupun swasta 

Fasilitas Pelatihan 

Keterampilan 

Jumlah sarana/prasarana pendidikan keterampilan 

(misalnya komputer, menjahit/tatabusana, dll) 

Fasilitas Perbankan Jumlah fasilitas perbankan (Bank Umum atau 

Perkreditan Rakyat) 

Fasilitas Koperasi Jumlah koperasi (KUD, Kopinkra, Kospin, dll) yang 

masih aktif 

BTS (Base Trasiver 

Station) 

Jumlah menara telepon seluler 

Operator Jumlah operator layanan komunikasi telepon 

seluler/handphone 

Kekuatan Sinyal Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian 

besar wilayah desa (5G/4G/LTE, 3G/H/H+/EVDO, 

2,5G/E/GPRS, dan tidak ada sinyal internet) 

Sentra Industri Jumlah sentra industri 

Industri Agro Julah industri mikro dan kecil pada jenis produk agro 

Rasio Keluarga 

Pengguna Listrik 

Rasio keluarga yang menggunakan listrik baik PLN 

maupun non PLN terhadap total keluarga 

Sosial-Politik BUMDes Jumlah unit BUMDes 

Peraturan Desa Jumlah peraturan desa tahun 2024 

Kolaborasi Desa Keberadaan kerja sama antar desa atau desa dengan 

pihak ketiga 

Lampiran 2. Variabel dan Definisi Operasional Model Kabupaten 
Variabel Definisi Operasional Satuan Sumber Data 

Industri 

Pengolahan 

Nilai tambah bruto pada lapangan usaha industri 

pengolahan 

Miliar Rp BPS 

PDRB Produk domestik regional bruto atau nilai tambah bruto 

dari seluruh lapangan usaha 

Miliar Rp BPS 

Kemiskinan Persentase penduduk miskin Persen BPS 

IPM Indeks pembangunan manusia  BPS 

PADesa Pendapatan asli desa yang diperoleh berbagai sumber 

yang berasal dari kewenangan desa itu sendiri 

Miliar Rp BPS dan 

Kemenkeu 

Dana Desa Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan 

bagi desa 

Miliar Rp BPS dan 

Kemenkeu 

BUMDes Persentase desa yang memiliki BUMDes aktif Persen BPS 

Digitalisasi Persentase penduduk pengguna internet Persen BPS 
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Lampiran 3. Variabel dan Definisi Operasional Model Provinsi 
Variabel Definisi Operasional Satuan Sumber Data 

Agro Nilai tambah bruto pada lapangan usaha 

industri pengolahan subsektor industri agro 

Miliar Rp BPS 

Pertanian Nilai tambah bruto pada lapangan usaha 

pertanian 

Miliar Rp BPS 

Tenaga Kerja Industri Jumlah tenaga kerja pada lapangan pekerjaan 

utama di industri pengolahan 

Ribu Orang BPS 

PMA Agro Penanaman modal asing atau investasi asing 

pada sektor industri agro 

Juta USD BKPM 

PMDN Agro Penanaman modal dalam negeri atau investasi 

domestik pada sektor industri agro 

Miliar Rp BKPM 

 


